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i ABSTRAK

Izin pemeriksaan terhadap pejabat negara (DPR) dalam penanganan perkara
tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (Equality
Before The Law). Kebijakan kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin

- pemeriksaan bagi pejabat negara yang diatur dalam perundang-undangan perlu
~ diubah karena memperlambat percepatan pemberantasan korupsi dan tidak sesuai
: dengan asas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Tidak adanya
nkronisasi horizontal antara undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak
dana korupsi dengan undang-undang yang mengatur prosedur harus adanya izin
rtulis terlebih dahulu sebelum pemeriksaan seperti pada Pasal 220 Und'mg-UmQ
omor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan beberapa aturan
um lainnya tentang pemberhentian izn sebelum dilakukannya pe;

us tindak pidana korupsi telah mengabaikan asas persamaan dj
ejabat negara dan pegawai negeri lain yang terlibat korupsi
e Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,
1 Korupsi dari Segi Penegak Hukum a

eventif), (b). Strategi Pemer:
ik adalah KPK berupaya meningk
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BAB IV
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut
. 1zin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara (DPR) Dalam Penanganan Perkara
lindak pidana korupsi tidak sesuai dengan asas persamaan didepan hukum
(Equality Before The Law). Kebijakan kewajiban bagi penyidik untuk meminta
izin pemeriksaan bagi pejabat negara yang diatur dalam perundang-undangan
perlu diubah karena memperlambat percepatan pemberantasan korupsi dan tidak
sesuai dengan asas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Hal
tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
(contanie Justitie), Karena prosedur izin dinilai memerlukan waktu yang lama,
melalui birokrasi yang panjang, dan secara tidak langsung membutuhkan biaya

besar. Tidak adanya sinkronisasi horizontal antara undang-undang yang

mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang yang

mengatur prosedur harus adanya izin tertulis terlebih ~dahulu sebelum

pemeriksaan seperti pada Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan beberapa aturan hukum lainnya

tentang pemberhentian izn sebelum dilakukannya penyidikan atas kasus tindak
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negara dan pegawai negeri lain Yang terlibay korupsi

(reprensif) dan mencegah (preventii).
b. Strategi Pemerantasan Korupsi darj segi Pelay

anan Pelayanan Publik adalah
KPK berupaya meningkatkan peran pengawas internal

tertinggi lembaga penyidik bersangkutan. Perlu ketegasan pengenaan sanksi

administrasi terhadap pihak-pihak yang secara sengaja memperlambat proses izin
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